PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/PERMEN-KP/2015
TENTANG

LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA 714

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa untuk melindungi daerah pemijahan (breeding ground)
dan daerah bertelur (spawning ground) di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia 714, perlu dilakukan
larangan penangkapan ikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 273);

. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan

Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan ...



7. Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor
18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
714.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang

(1)

(2)

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin

tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin
Usaha Perikanan.

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan pada sebagian Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 yang merupakan
daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground).

Daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peta dan titik koordinat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

SIPI dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap
berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 4 ...
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Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 62

_Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/PERMEN-KP/2015

TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 714

Lokasi Breeding Ground
dan Spawning Ground
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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

esuai dengan aslinya
kum dan Organisasi,
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